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ABSTRAK

Nada Hardianti : Tinjauan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Atas
Pembayaran Pajak Reklame Di Kota Padang
Pembimbing : Abel Tasman, S.E., M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak
ataspembyaran pajak reklme di Kota Padang. Kesadaran diukur melalui tiga
indikator menurut Siti (2020:194), yaitu Kesadaran Pajak, Pengetahuan
Konstektual, dan Pengambilan Keputusan. Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 73 responden
wajib pajak, kemudian dianalisis menggunakan persentase capaian responden
(TCR).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak secara
keseluruhan berada pada kategori tinggi dengan rata-rata TCR sebesar 82,7%.
Setiap indikator memperoleh capaian pada kategori tinggi, yaitu indikator
kesadaran pajak sebesar 87,9%, pengetahuan konstektual sebesar 86,2%, dan
pengambilan keputusan sebesar 74,0%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak
memiliki kesadaran, pengetahuan kontekstual, serta kemampuan dalam memaknai
kewajiban perpajakan yang baik, termasuk dalam memanfaatkan layanan
pembayaran pajak secara digital. Temuan ini menegaskan bahwa tingkat wajib
pajak di Kota Padang tergolong tinggi, namun tetap diperlukan upaya peningkatan
dan penyempurnaan layanan agar kemudahan pembayaran pajak dapat terus

terjaga dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Kata Kunci : Kesadaran Pajak, Pajak reklame, Wajib Pajak,
Bapenda, Kota Padang
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat menempati
posisi strategis dalam pengembangan usaha karena didukung oleh jumlah
penduduk yang besar dan pertumbuhan sektor perdagangan yang pesat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Padang, pada tahun 2022
jumlah penduduk Kota Padang mencapai 919.145 jiwa, menjadikannya kota
dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Barat dan jalur lintas
perdagangan antar kota. Kondisi ini menciptakan potensi pasar yang luas
bagi perusahaan untuk memasarkan produk dan jasanya, sehingga
kebutuhan akan media promosi seperti reklame pun semakin meningkat.
Menurut Yudisyus (2013), jumlah penduduk yang besar dan banyaknya
perusahaan perdagangan di Kota Padang berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak reklame, karena semakin banyak usaha yang beroperasi,

semakin tinggi permintaan pemasangan reklame sebagai sarana promosi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa pajak
reklame adalah salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten atau kota. Dalam aturan ini, pemerintah daerah diberi hak untuk
mengelola dan memungut pajak reklame, termasuk mengatur objek pajak,
tarif, dan tata cara pemungutannya melalui peraturan daerah masing-masing.
Pajak reklame dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan daerah,
sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan tertib dan transparan agar

bisa mendorong peningkatan pendapatan serta mendukung layanan publik di
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daerah. (Moh. Hudi, 2022)

Dalam penyelenggaraan pajak reklame, pemerintah daerah Kota Padang
melalui badan pendapatan daerah (BAPENDA) melakukan pengawasan
pelaksanaan pajak reklame ini sesuai dengan peraturan pemerintahan daerah
yang telah di tetapkan. Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 89 Tahun
2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang. Pada
Peraturan Walikota Kota Padang tersebut dapat berisi bahwa dasar
pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) yang
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut jenis
reklame, bahan yang digunakan reklame, lokasi penempatan reklame,

jangka waktu penyelenggaraan, jumlah reklame, dan ukuran media reklame.

Realisasi pendapatan dari pajak reklame di Kota Padang menunjukkan
tren positif setelah dilakukan penertiban yang lebih intensif oleh Bapenda.
Penertiban ini meliputi pembongkaran reklame yang tidak sesuai aturan,
seperti reklame yang sudah habis masa tayang, reklame ilegal tanpa izin,
serta reklame yang menunggak pembayaran pajak. Hal ini menandakan
adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakan mereka. Namun demikian, tantangan seperti
keberadaan reklame ilegal dan wajib pajak yang tidak disiplin masih

menjadi kendala yang perlu diatasi secara berkelanjutan.

Menurut Herfina. M., & Sari. R (2023) Optimalisasi penertiban reklame
menjadi isu strategis dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan

pajak reklame di Kota Padang. Pajak reklame merupakan salah satu
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komponen penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial,
namun implementasinya sering terkendala oleh berbagai masalah, seperti
kurangnya pengawasan, keberadaan reklame ilegal, dan rendahnya
kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, penertiban yang dilakukan secara
konsisten dan terstruktur menjadi kunci untuk mendorong kepatuhan wajib
pajak sekaligus meningkatkan penerimaan pajak reklame secara signifikan.
Penertiban ini juga harus didukung dengan pendekatan yang humanis agar

wajib pajak merasa terlayani dan termotivasi untuk patuh.

Permasalahan di Kota Padang tersebut sangat nyata terlihat dari masih
banyak reklame yang dipasang tanpa izin serta rendahnya tingkat kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak reklame. Hal ini berdampak pada belum
optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak
reklame. Padahal, Kota Padang memiliki potensi pasar yang luas dengan
jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan sektor perdagangan yang
pesat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penertiban yang lebih optimal,
terstruktur, dan didukung oleh koordinasi lintas instansi guna meningkatkan
efektivitas pemungutan pajak reklame serta mendukung pembangunan

daerah secara berkelanjutan. (https://bapenda.padang.go.id)
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Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah wajib pajak yang
mendaftarkan reklame di Kota Padang dalam 5 tahun terakhir :

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Reklame di Kota Padang Tahun 2020-
2024

Tahun Jumlah Wajib Pajak Jumlah Reklame yang
Reklame Dibongkar

2020 465 545

2021 470 690

2022 757 702

2023 1044 894

2024 1132 1300

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2025

Berdasarkan data di atas dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
menunjukkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak reklame yang
mendaftarkan diri dari tahun 2020 hingga 2024. Kenaikan ini dipengaruhi
oleh intensifikasi penertiban yang dilakukan oleh Bapenda, yang tidak
hanya membongkar reklame ilegal tetapi juga memasang stiker penunggak
pajak sebagai bentuk sanksi sosial. Tindakan ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak agar membayar pajak
tepat waktu, sehingga pendapatan daerah dari pajak reklame dapat
meningkat seiring dengan perkembangan industri dan kegiatan promosi di

Kota Padang.

Upaya penertiban yang dilakukan oleh Bapenda, seperti pembongkaran
reklame ilegal, pemasangan stiker penunggak pajak, dan sosialisasi kepada
masyarakat, telah menunjukkan hasil positif. Hal ini terlihat dari
peningkatan jumlah wajib pajak reklame yang mendaftarkan diri, dari 465

pada tahun 2020 menjadi 1.132 pada tahun 2024. Namun, permasalahan
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reklame ilegal dan wajib pajak yang menunda pembayaran pajak masih

menjadi kendala yang harus diatasi secara berkelanjutan.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak yang Membayar

Tahun Jumlah Wayjib Pajak yang Membayar
2020 125
2021 152
2022 352
2023 315
2024 272

Sumber : Bapenda Kota Padang (2025)

Berdasarkan tabel diatas terdapat jumlah wajib pajak yang melakukan
pembayaran dari tahun 2020-2024 Data tersebut menunjukkan adanya
penurunan pada tahun 2023 dan 2024 Hal ini terjadi karena kurangnya
kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Dengan adanya
penurunan ini mengakibatkan penerimaan pajak reklame
menjadi tidak optimal.

Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan pajak reklame
adalah banyaknya reklame yang dipasang tanpa izin resmi atau tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan kerugian
signifikan bagi pendapatan asli daerah karena pemilik reklame tersebut tidak
memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain itu, terdapat pula wajib pajak
yang lalai atau menunda pembayaran pajak reklame, sehingga pemerintah
daerah harus mengambil langkah tegas untuk menegakkan kepatuhan pajak
melalui penertiban dan sanksi administratif. Upaya ini penting untuk

memastikan bahwa seluruh pelaku usaha reklame berkontribusi secara adil
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terhadap pendapatan daerah dan mendukung pembangunan daerah secara

berkelanjutan. (https://bapenda.padang.go.id)

Selain itu, penegakan aturan seringkali terkendala oleh sikap wajib
pajak yang cenderung menunda pembayaran pajak hingga ada tindakan
tegas dari pemerintah. Banyak wajib pajak yang pura-pura lupa atau sengaja
tidak membayar pajak reklame, sehingga pemerintah harus melakukan
penertiban secara rutin dan memberikan sanksi tegas agar kepatuhan dapat
meningkat. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini tidak hanya dilakukan
melalui penertiban fisik, tetapi juga dengan memberikan sosialisasi kepada
masyarakat. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang pentingnya membayar pajak reklame dan mematuhi
aturan yang berlaku. Dengan sosialisasi yang efektif, diharapkan kesadaran
dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak reklame dapat meningkat.

(https://bapenda.padang.go.id)

Selain aspek penegakan hukum, pengelolaan reklame yang baik juga
membutuhkan koordinasi lintas instansi, seperti Bapenda dan Satpol.
Koordinasi yang baik akan mempercepat proses perizinan, pengawasan, dan
penertiban reklame liar di Kota Padang. Dengan demikian, penertiban
reklame liar merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas
pemungutan pajak reklame di Kota Padang. Upaya ini harus dilakukan
secara konsisten, terstruktur, dan didukung oleh regulasi yang jelas serta
sosialisasi yang intensif agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dan optimalisasi PAD Kota Padang. (https://bapenda.padang.go.id)
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Melihat berbagai permasalahan ini, mulai dari masih banyaknya
reklame ilegal, rendahnya kepatuhan wajib pajak, hingga belum optimalnya
penerimaan pajak reklame di Kota Padang, maka diperlukan upaya
penertiban yang lebih optimal dan terstruktur. Urgensi penelitian ini terletak
pada pentingnya kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan
wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame sebagai salah
satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu,
penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis tingkat kesadaran
wajib pajak atas pembayaran pajak reklame sebagai langkah strategis dalam

meningkatkan efektivitas pemungutan pajak reklame di Kota Padang.

Dari permasalahan diatas maka penulis perlu membuat penelitian
dengan judul Tinjauan Tingkat Kesadaraan Wajib Pajak atas

Pembayaran Pajak Reklame di Kota Padang.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, masalah yang akan
dibahas penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana Tingkat Kesadaran
Wajib Pajak atas Pembayaran Pajak Reklame di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian yang tercermin dalam rumusan
masalah diatas adalah untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Wajib Pajak atas

Pembayaran Pajak Reklame di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah:

19



1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dibidang mata kuliah
Manajemen Pajak serta menyelaraskan antara teori yang dipelajari dengan

fakta yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis
a) Bagi Penulis
Hasil penelitiaan yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan
pengetahuan mengenai optimalisasi penertiban reklame sebagai upaya
peningkatan efektivitas pajak reklame di Kota Padang.
b) Bagi Universitas
Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan
sebagai referensi abgi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Negeri Padang.
c) Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar teoritis dalam
perumusan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak reklame melalui pendekatan yang lebih optimal dalam penertiban.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai literasi wajib pajak dalam
memahami kewajiban pembayaran Pajak Reklame di Kantor Bapenda
Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran pajak
masyarakat secara umum berada pada kategori tinggi dengan rata-rata
TCR sebesar 82,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran
wajib pajak untuk membayar pajak sudah cukup tinggi, namun masih

terdapat kelemahan pada aspek teknis dan pemanfaatan informasi pajak.

Penertiban reklame yang intensif dan terstruktur oleh Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kota Padang telah memberikan dampak positif dalam
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini tercermin
dari tren kenaikan jumlah wajib pajak, peningkatan penerimaan pajak
reklame, serta bertambahnya jumlah reklame yang berhasil ditertibkan.
Namun, masih terdapat kendala berupa banyaknya reklame ilegal dan
wajib pajak yang lalai atau menunda pembayaran, sehingga potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame belum dapat

dioptimalkan secara maksimal.

B. Saran

1.

Bapenda Kota Padang disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan
edukasi kepada wajib pajak reklame, terutama dalam hal pemahaman
teknis mengenai prosedur pembayaran, peraturan yang berlaku, serta

pemanfaatan informasi pajak secara digital. Kegiatan sosialisasi dapat
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dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan langsung ke pelaku
usaha, penyebaran informasi melalui media sosial, website resmi, maupun
kerja sama dengan instansi terkait. Upaya ini diharapkan dapat membantu
wajib pajak memahami kewajibannya secara menyeluruh, mengurangi
kesalahan administrasi, serta meningkatkan kemudahan dan kecepatan
dalam proses pembayaran pajak. Dengan demikian, tingkat literasi dan
kesadaran pajak masyarakat yang sudah tinggi dapat semakin diperkuat
dan berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan pajak reklame di

Kota Padang.

. Bapenda Kota Padang perlu memperkuat sistem pengawasan dan
penertiban terhadap reklame ilegal serta menegakkan sanksi secara tegas
namun tetap persuasif bagi wajib pajak yang lalai atau menunda
pembayaran. Penerapan pengawasan berbasis teknologi, seperti
penggunaan sistem informasi geografis (GIS) atau aplikasi pemetaan
reklame, dapat membantu memantau lokasi dan status izin setiap reklame
secara lebih efektif. Selain itu, kerja sama antara Bapenda, Satpol PP, dan
instansi terkait perlu terus ditingkatkan agar proses penertiban berjalan
terstruktur dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat
menekan jumlah reklame ilegal, meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
serta mengoptimalkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dari sektor pajak reklame.

61



DAFTAR PUSTAKA

Data Jumlah Wajib Pajak Reklame Di Kota Padang Tahun 2020-2024. (2025).
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Hudi, M. (2022). Pengelolaan Pajak Reklame Berdasarkan Undang Undang
Nomor 1 Tahun 2022.

Idris Syaftri, & Rina Sari. (2024). Pengertian Pajak Reklame.

Mira Herfina, & Rina Sari. (2023). Optimalisasi Penertiban Reklame Dalam
Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang.
Jurnal Administrasi Publik.

Mulyani, & Anggraini, D. (2015). analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah
terhadap pendapatan asli daerah kota padang . Menara Ilmu, 73-85.
Padang, B. P. (2025). Data Jumlah Wajib pajak Reklame di Kota Padang Tahun

2020-2024.

Peraturan wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cara pemungutan Pajak
Reklame di Kota Padang. (2022).

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang. (2021).

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai
Sewa Reklame, Jenis dan Bentuk Pengecualian Objek Pajak Reklame serta
Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. (2024).

Rukajat, H. (2018). Manajemen Pajak Daerah. Bandung: Alfabeta.

Siahaan, M. (2010). Hukum pajak daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali
Pers.

Sovia, D., & Putri, N. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 45-58.

Subhaktiyasa, 1. B. (2024). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan
Asli Daerah di Provisnis Bali. Jurnal Ekonomi Bali, 12-25.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Syofian, M. (2013). Perpajakan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (n.d.).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. (n.d.).

Winardi. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kota Yogyakarta. Jurnal Administrasi Publik, 12-25.

Yudisyus. (2013). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Usaha Perdagangan terhadap
Penerimaan Pajak Reklame di Kota Padang.

62



